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Mengingat

BUPATI BREBES

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

a.

1.

KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilampiri
laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun
Anggaran berakhir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun

Anggaran 2015;

Pasal 18 ayat ( 6 ) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;



10.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);



11.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada



Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1425);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 14A);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2014
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Brebes Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten
Brebes Tahun 2014 Nomor 7);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2015
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah
Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES



Menetapkan :

(1)

(2)

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah berupa laporan keuangan memuat:

a. Laporan realisasi anggaran,;

o

Laporan perubahan saldo anggaran lebih;

c. Neraca;

d. Laporan operasional;

e. Laporan arus kas;

f. Laporan perubahan ekuitas; dan

g. Catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
dengan  ikhtisar laporan keuangan badan usaha  milik

daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf a Tahun

Anggaran 2015 sebagai berikut :

Pendapatan Rp2.417.210.235.715,76
Belanja Rp2.392.376.921.588,00
Surplus/defisit Rp 24.833.314.127,76
Pembiayaan
- Penerimaan Rp 452.041.155.774,00

- Pengeluaran Rp 7.271.000.000,00
Surplus/defisit Rp444.770.155.774,00




Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan
Sejumlah

dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan
b. Realisasi

Selisih lebih/(kurang)

Selisih anggaran dengan realisasi belanja
Sejumlah

dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan
b. Realisasi

Selisih lebih /(kurang)

Selisih anggaran dengan realisasi surplus /
(defisit) sejumlah

dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Defisit setelah perubahan

b. Realisasi Surplus

Selisih lebih/(kurang)

Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan

pembiayaan sejumlah

dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah
Perubahan

b. Realisasi

Selisih lebih/(kurang)

Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran
pembiayaan sejumlah
dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah

Rp (15.666.035.284,24)

Rp2.432.876.271.000,00
Rp2.417.210.235.715,76

Rp (15.666.035.284,24)

Rp(485.303.671.412,00)

Rp2.877.680.593.000,00
Rp2.392.376.921.588,00

Rp (485.303.671.412,00)

Rp 469.637.636.127,76

Rp(444.804.322.000,00)

Rp 24.833.314.127.,76
Rp 469.637.636.127,76

Rp (34.166.226,00)

Rp 452.075.322.000,00

Rp 452.041.155.774,00
Rp  (34.166.226,00)

Rp 0,00

Rp 7.271.000.000,00



Perubahan

b. Realisasi Rp 7.271.000.000,00
Selisih lebih/(kurang) Rp 0,00
(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan Rp (34.166.226,00)

neto sejumlah

dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan neto setelah Rp 444.804.322.000,00
Perubahan
b. Realisasi Rp 444.770.155.774,00
Selisih lebih/(kurang) Rp (34.166.226,00)
Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 huruf b untuk tahun yang berakhir sampai 31 Desember 2015

sebagai berikut:

a. Saldo anggaran lebih awal Rp. 451.975.221.074,00

b. Penggunaan SAL Rp. 451.975.221.074,00

c. SILPA Rp. 469.603.469.901,76

d. Saldo anggaran lebih akhir Rp. 469.603.469.901,76
Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember

Tahun 2015 sebagai berikut:

a. Jumlah aset Rp 2.504.881.095.295,42

b. Jumlah kewajiban Rp 42.633.546.880,83

c. Jumlah ekuitas Rp 2.462.247.548.414,59
Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai

berikut:
a. Pendapatan Rp 2.627.969.211.632,91

- Pendapatan asli daerah Rp 307.812.465.274,91



Pendapatan transfer Rp 2.008.620.305.034,00
Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 311.273.464.724,00

- Surplus non Operasional Rp 262.976.600,00
- Pendapatan luar biasa Rp

b. Beban Rp 2.335.657.296.095,29
- Beban Operasi Rp 2.095.480.990.803,29
- Beban Transfer Rp 237.822.732.420,00
- Defisit Non Operasional Rp 37.095.000,00
- Beban Luar Biasa Rp 2.316.477.872,00

c. Surplus/Defisit Laporan Operasional Rp 292.311.915.537,62

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk

tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai

berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2015 Rp 471.436.968.574,00
b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp 437.368.483.018,00
c. Arus kas dari aktivitas investasi Rp(439.528.054.545,00)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan Rp (7.205.065.300,00)
e. Arus kas dari aktivitas transitoris Rp 6.365.660.510,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2015 Rp 497.164.903.154,76

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f

untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015

sebagai berikut:

a. Ekuitas awal Rp 3.065.609.765.892,01

b. Surplus/defisit LO Rp. 292.311.915.537,62

c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ Rp. (895.674.133.015,04)
kesalahan mendasar

d. Ekuitas akhir Rp. 2.462.247.548.414,59



Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g

memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos

laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran

Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I

Lampiran [.1

Lampiran [.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Lampiran 1.5
Lampiran 1.6

Lampiran 1.7

Lampiran 1.8

Lampiran 1.9

Lampiran .10
Lampiran .11

b. Lampiran II

Laporan realisasi anggaran

Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut
urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
Rincian laporan realisasi anggaran menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi,
pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah
menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program dan kegiatan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah
untuk keselarasan dan keterpaduan urusan
pemerintahan daerah dan fungsi dalam
kerangka pengelolaan keuangan negara;

Daftar piutang daerah;

Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
Daftar realisasi penambahan dan pengurangan
aset tetap daerah;

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan
aset lainnya;

Daftar kegiatan-kegiatan yang  belum
diselesaikan  sampai akhir tahun dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
berikutnya;

Daftar dana cadangan daerah;

Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;

Laporan perubahan saldo anggaran lebih



c. Lampiran III :  Neraca

d. Lampiran IV :  Laporan operasional

e. Lampiran V :  Laporan arus kas

f. Lampiran VI :  Laporan perubahan ekuitas

g. Lampiran VII :  Catatan atas laporan keuangan
Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2)
terdiri dari Ihktisar laporan keuangan badan usaha milik daerah /

perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VIII peraturan daerah ini.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran
2015 dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah

kabupaten brebes tahun anggaran 2015

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 2 Agustus 2016

BUPATI BREBES,

Cap ttd

IDZA PRIYANTI



Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 3 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Cap ttd

EMASTONI EZAM,SH.MH

Pembina Utama Madya

NIP.19590211 198703 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2016 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES,
PROVINSI JAWA TENGAH: 3 /2016



